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ABSTRAK

Masalah yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan izin pertambangan rakyat adalahkomunikasi yang
dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Ketapang kepada masyarakat yang melakukan
pertambangan rakyat belum efektif, karena berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bentuk
komunikasinya hanya berupa sosiadlisasi secara langsung dan melalui pengumuman atau surat edaran.Belum
efektifnya komunikas tersebut memberikan pengaf" h"t‘ér-haia_up implementasi pembuatan izin pertambangan
rayat.Hal tersebutlah yang mmyebablgan’masyarakat kurang me?haham bahkan tidak mengetahui tentang
pentingnya izin pertambangan ,_rakyat tersebut.Penulisan artikel ini bé'r:tuLuan untuk mengetahui bentuk
komunikasi yang d|IakuI5,an"’(.)Ieh Dinas Pertambangan dan Energi Kabuﬁ&au Ketapangdalam proses
pelaksanaan kebuakg; izin pertambangan=rakyat.Pendekatan yang' digunakan merupakan analisis deskriptif
kualitatif. Pelaksanaan kebijakanizin pertambangan rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas® Pertambangan dan
Energi Kabupaten Ketapang sudah cukup baik, namun dari segi pelaksanaannya masih ada kekurangan seperti
kurangnya-d| mensi kejelasan dan dimensi konsistensi, sehingga mengakibatkan masih banyaknya pertambangan
rakyat-’yang dilakukan oleh masyarakat tanpa izin. Melalui penulisan ini, agar 'proses kebijakan izin
per;ambangan rakyat terus dilakukan, sehinggamasyarakat, kelompok masyarakat maupun koperas yang be‘ium
mEm|I|k| izin dapat segera mengajukan permohonan izin pertambangan rakyat.
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ABSTRACT

1 / ﬁT .'
Prablems that occur in the implementation of Pybﬂc gn L icense is the ineffective communication made.lby
the Department of Mines and Energy of Ket Egt the society. Based on the research that has been
doné‘ it was revealed that the communication e were &Illy in form of direct socialization in person and
through announcements or circulars. The rheffedtl\enr wof the communication gives effect to the
implementation of the public mining license policy. This is exactly what makes people do not understand even
not kndwing about the importance of the public mi Ql'}g licenses. This article aims to describe the form of
commun’icanon made by the Department 6f Mines and Energy of Keétapang in the process of the appltcanon of
public mining license policy. The method used in this research is descriptive method in qualitative andlysis. The
result show%othat public mining license, policy. implemented. by~the Department of Mines and' Energy of
Ketapang is good enough, but interms of. the impleméntation there are still sherteemings, such as kack of clarity
and consisten@y, resulting in imany_illegal public mining were still. This writing aims to support the
implementation f E public mining license continues, so that people or institution, who do not have permission to
do amining can lmmedlately apply for a mining permit'peoplpublic mining license. ¥z

——

"'L
Keywords: Public Mini ng Li'céh‘ée:'-l neffective Communication, The Lmpl ementation of Public mining license
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PENDAHULUAN

Pertambangan rakyat yang bertujuan masalah :Bagaimana komunikasi Dalam Proses
memberikan kesempatan kepada rakyat setempat Implementasi Kebijakan izin pertambangan rakyat
dalam mengusahakan bahan galian untuk turut Pada Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten
serta membangun Negara dibidang pertambangan Ketapang?. Tujuan yang ingin dicapai dalam
dengan bimbingan pemerintah diperlukan suatu penulisan artikel ini adalah untuk mengungkapkan
kebijakan untuk menjamin kepastian hukum serta dan mendeskripsikan komunikasi dalam proses
terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian implementasi kebijakan izin pertambangan rakyat
lingkungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Tahun 2009, maka izin pertambangan terdi r| dan.r"" e _-thapang
Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang,te?ﬁlrl dari . :
IUP Eksplorasi dan IUP O_.geras Produks Izin -IP-E(B?LRIIK IM‘E"’-—E’!E’TITASI KEBIJAKAN
Pertambangan Rakyat, r-(l PR), dan lzin_Usaha ™
Pertambangan “{Kh'rlj}sus (IUPK)." ‘Untuk di Studi implementasi.“'mqppakan e
Kabupaterl__léé'tépang tegkgidengan Pertambangan kajian mengenai studi Kebijakan y_gﬁgltr_nengarah
Rekyat telah dibentuk” Peraturan Daerah Nomor 5 pada ‘proses pelaksanaan |dari suatu kébij_akan.
Tgf;uﬁ 2010 tentang Rertambangan Rakyat. Dalém praktiknya  implementasi  kebi j:':fkan

o

P : merupakan suatu proses yang-begitu komplek$

Masalah™ mengenai izin pertambangan s

' k bahkan tidak b at litis d

rﬁkyat yang terjadi di Dinas Pertambangan dan = . IS0 Deinuetegeits enga{n

1 | W adanya intervensi berbagai kepentingan. Tanpa

Bmergi  Kabupaten Ketapang antara lain '
' impl tasi atu kebijakan tidakak bisa

ackiabterkeit- dimens  kejelasan terhaciap | [T . = 8

| ujudkan hasilnya. Menurut "Ripley ellan

:I:f nklin (dalam Winarno, 2007: 145)”|mplementa5|
J:aﬂalah apa yang terjadi setelah Undang- Lu'ldang

l' ditetapkan yang memberikan otoritas p;bgram

korﬁunlkas yang disampaikan dalam pelak

izin pertambangan rakyat bahwa masyarakat bel'u
sepentlhnya mengetahui  tentang persyarat";n
mengaj qgan permohonan izin pertambangan rakyat

kebijakan, keunt atau suatu jenis/kel
dan Juga belum mengetahui proses ey " "0 Sl SRl JeniogrELaren

i

paﬂbuatann;gtasehmgga masih banyak masyarakat. y ana.nva’ S _-.-“’

yang melakukgn kegiatan pertambangan rakyat Van Meter dan Van ,}‘if|orn (dalam
tanpaizin dan belum mengerti akan pentingnyaizin - Agustino, 2006:139) mendefinig'!é’;tn implementasi
pertambangan rakyat tersebut Permasalahan lain kebijakan sebagai : o

yang terjadi pada pelaksanaarr‘- kebijakan__izin ——— _—rs:

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu  atau  pejabat-pejabat  atau
antara lain adalah kurang tegasnya sanksi yang kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”

pertambangan rakyat terkait dimensi konsistensi

diberikan bagi yang melakukan pelanggaran dan

lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses

Nigro and Nigro (1984:6) menegaskan
bahwa: “Policy is made by the legidature in the
Komunikass dalam proses kebijakan izin form of laws and is carried out by the executive
branch. At first glance this interpretation may seem
identical with the distinction between legidlative
dan Energi Kabupaten Ketapang. Rumusan and administrative powers. However, the Johnson
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administration did not say that it had no role in
policy making. rather, it insisted that once congress
had passed a law, providing broad or narrow
discretion to the agency administrators as it saw
fit, then it was the province of the "executive

branch-not the congress to implement the
legidation™.
Selain dai pada itu  Frederich

mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah:
“A proposed course of action of a person, group or
government within a given environment providing
obstacles and opportunities which the policy was
proposed to utilize and overcome in an effort to
reach a goal or realize an objective or purpose

Keberhasilan Implementas.r'fz{e‘buakan
akan ditentukan oleh banyalg..varlabel atau faktor,
tersebut - saling
berhubungan sﬁ;—f"éama lain. Menurut Subarsono
(2012:89) btéfBagai varigbelryang terlibat qli dalam
implerpé;tasi

dan masing-mas ng_p_ 1\7ar|abel

terdigi = dari beberapa"'._teori
im_pl"émmtasi sepertirdari George C. Edwards 111,
Marilee S. Grindle, dan Daniel A. Mazrﬁanian dan
Paul A. Sabatier, Van Meter dan Van H(;rn dan

(!neema dan Rondinelli, dan David L. Weimer. dan '}

e dlharapkan dapat menjadi

—

r- di Kabupaten K etapang.

pertambangan rakyat. Secara Teoritis hasil

penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran yang berguna bagi ilmu
pengetahuan khususnyadibidang [Imu Administrasi
Negara yang terkait dengan kebijakan publikdan
tentang proses implementasi kebijakan publik serta
dapat digunakan sebagai kajian referensi untuk
penelitian sgjenisnya.
Secara praktis hasil  penelitian ini
masukan  yang
berrﬁanf.aat bag| masyarakat maupun pengusaha
pertambangan “wsehi ngga bisa melaksanakan
kegiatan pertambangan*-seﬁual peraturan yang ada
dan dapat mencapai tujuan y‘amg telah ditentukan,
penelitian ini juga diharapkan b'érmanfaat bagi
agar dapat
merpﬁeri kan masukan bagi kegiatan pertambangan
dalam
irhpleméntasi kebijakan izin pertaifibangan raky7}

Dinas -Pertambangan- dan. Energi

~rangka  menunjang . keberhasilah

1
Al,dan R. Vining. ) ' i
\ | METODE PENELITIAN . J
qz Berdasarkan permasalahan dan t' 1 ii ‘ "‘.E e'
implzipentasi yang ada, teori yang paling releil,i\ [* ! B Untuk memperoleh informasi tentang

untuk Smenggambarkan komunikasi dalam proseé'
impIemhéntasi kebijakan izin pertambangan rakyat
pada Dmas Pertambangan dan- Energi Kabupaten
Ketapang alsjf\lah teori George C. Edwards Mt
Menurut Georgﬁe C. Edward IH .empat variabel
yang berperan® penting dalam pencapaian
keberhasilan |mplementa5|
diungkapkan oleh Indiahono (20'1'1 49) -adalah (1)

Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4)

sebagai mana

Struktur birokrasi.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan
agar proses kebijakan izin pertambangan rakyat
terus dilakukan, sehingga masyarakat, kelompok
masyarakat maupun koperasi yang belum memiliki
izin dapat segera mengajukan permohonan izin
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bagal mana komunikasi dalam proses impl ementas
kebijakan izin pertambangan rakyat pada Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten f(etapang,

_ «maka dé]am penelitian ini mengggﬁakan jenis

penelltlan deskriptif kualitatif,
untlk mengangkat  fakta, keadaan variabel dan

yéhg bertujuan

fenomena-fenomena yang J_ger.yém ketika penelitian

berlangsuing-dan ﬁweﬁ_ﬁj ikannya apa adanya.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah wawancara, observasi
dan dokumentasi, wawancara ditujukan kepada
informan yang terdiri dari Kepala Bidang
Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Ketapang, Kasi Pengusahaan

Pertambangan dan Sekretaris Dinas, kemudian
3
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pendliti juga menggali informasi dari masyarakat
yang melakukan pertambangan rakyat, sedangkan
keabsshan data  peneliti
menggunakan Triangulasi Teknik dan Saturasi

Data.

untuk  menguji

Dalam teknik analisis data, penulis
menggunakan analisis domain.Analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan bahan-bahan lain sehmgga papaf
mudah  dipahami  dan temugnn‘y"a
diinformasikan kepada orapg-l‘ém Analisis domain
pada umumnya dL_akUkan untuk ... memperoleh
gambaran yangg-tjmum dan_menyeluruh tentang

Situasi sosal'yang diteliti-atau obyek penelltlan
F

HA§FL DAN PEM B_AHASAN

& Dimens Kejelasan

k?oijakan yang ditransmisikan kepada para'

péaksana, target group, dan pihak lain yang
ber‘(epentmgan langsung maupun tidak Iangsung
terhedap kebijakan dapat diterima dengan jeel
sehi ntjga diantara mereka mengetahui apa yaﬁ'g
menJadi;Tmaksud tujuan dan sasaran serta substansi
dari kebisj@kan publik tersebut.
Daldn  pelaksanaari~  kebijakan ~izin
pertambangarty, -
informasi yang-ai-gampai kan dalam Komunikasi.izin
pertambangan ral?ya_t\, sehingga masih banyak

" “Melakukan,. _ kegiatan

masyarakat yang
pertambangan tanpa izin dan belum mengerti akan
pentingnya izin pertambangan rakyat tersebut,
seperti yang diungkapkan oleh salah satu
masyarakat yang melakukan kegiatan
pertambangan rakyat tanpaizin bahwa:

“hampir semua pertambangan disini tidak ada
izinnya, dan karena disini rata-rata tidak ada
izin jadi kamipun malas mau mengurusnya.
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Dlmen_s kejelasan menghendak| agar

| rakyat masih belum” jelasnya ‘

Belum lagi jaraknya jauh dan tidak tahu cara
mengurusnya”(AR, Oktober 2013).

Daam  mengajukan  permohonan  izin
pertambangan rakyat masyarakat masih belum
mengetahui secara jelas cara dan syarat-syarat yang
harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan
izin pertambangan rakyat kepada Dinas
Pertambangan dan Energi seperti yang disampaikan
oleh salah satu masyarakat yang ingin mengajukan

—— permohonan izin pertambangan rakyat bahwa :

""kaml belum tahu bagaimana lokas kegiatan
pertamban an kami ini agar bisa dijadikan
wilayah perfam__angan rakyat, ketika kami
datang untuk meﬂgurus dan kami masih
bingung . dengan be'rkasnya yang harus
diserahkan kemana merek‘an_jcanggap dengan
apa yang kami-butuhkan. Pertafa datang kami
ditanya dan diarahkan harus kemama, setelah
ity "kami diberi ~ |penjelasan  mengenai
_pertambangan yang baik:dan benar itu seperti

¥ gpa dan syarat-syarat apa saja yang harus kam

. lengKapi dan ada semacam” Tanya Jawab
gltulah”(SL Oktober 2013). |

Komunikasi yang diterima _oleh paia

| pelaksana kebijakan haruslah jelas "dan tidek
1 _memb| ngungkan.Jika tidak jelas, mereka tidak akan

U apa yang seharusnya dipersiapkan g ‘dan
dl,l’aksanakan agar tujuan kebijakan dapat dtcapal
secara efektif dan efisien. Kejelasan kon]unlkas
yang telah disampaikan tergantung dari s.i' p'énerima

informas  tersebut atau tergantung dari tingkat

“ ‘pemahaman _dari_masing-masing '.i'rrwdividu,juga

. tergantung+ dari - tingkat kepe_r_]t’i-ngan peserta

sosidlisasi Hal ini juga diungkapkan oleh Kasi
Pengusahaan Perta@@gngaﬁ'y'gng mengungkapkan
e

“kejelasan komunikas tergantung siapa yang
menyampaikan dan siapa yang disampaikan
atau sipenerima informasi tersebut atau
tergantung dari tingkat pemahaman dari
masing-masing individu, juga tergantung dari
tingkat kepentingan peserta sosialisasi. Bisa
sgja mereka hanya meramaikan tapi
kepentingannya mereka tidak peduli dengan

4
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ketentuan yang adadan tetap melakukan kebingungan bagi pelaksana di lapangan,
pelanggaran karena ada keuntungan dari

situasi tersebut” (EH, Oktober 2013). sehingga diantara mereka mengetahui apa yang

menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta

A telah di ikan oleh
pa yang Isampakan - ole substansi dari kebijakan publik tersebut.

masyarakat dan Kasi Pengusahaan

Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Daam pelaksanaan kebijakan izin
Kabupaten Ketapang sebagaimana kutipan di pertambangan rakyat yang dilakukan masih
atas menunjukkan bahwa proses komunikasi adanya ketidak konsistenan Sanks yang
yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dikenakan bagi yang melanggar peraturan,
izin pertambangan rakyat masih dikatakan seperti tidak adanya sanksi yang tegas bagi
belum jelas, karena masyarakat Qelaum"r' e x,masyarakat yang melakukan pertambangan
sepenuhnya  mengetahui tentaqg ‘ﬁersyaratan tanpalziﬂ,,Sepem yang diungkapkan oleh salah
mengaj ukan permohonag-ﬁzm pertambangan satu mawarakér«.%ang melakukan kegiatan
rakyat dan jug?_,;belum mengetahui= proses pertambangan rakyat = tanpa izin
pembuatanp;par serta kurangnya pemahaman mengungkapkan bahwa : T

“kadang-kadang' ada dari pl'hak dinas
" yang datang dan . melihat bagalmana

mawa[_al(‘étT akan pentingnya izin pertambangan
rakyat untuk ‘menjamin kepastian hukum

__'aﬂ.;—awarakat dalam berusaha. ! " kegiatan pertambangan yang kami Iakukan
g W, v ini, apakah berhasil atau tidak. Tapi tidak
| ; r . — Jditindak atau ditertibkan”=(AR, Oktobef
,d Beberapa informasi  yang 3 telah - £ 2013), rf

i diungkapkan sesuai dengan teori Geoge C.T -
-‘l' Edwards 111, Efektivitas pelaksanaan kebijakan ;- |

hjsangat tergantung kepada komunikasi yang
‘ vpertambangan tanpa izin mengaklbatkan mﬁsh
|

Tidak adanya sanksi yang“tegas bagi
masyarakat  yang  melakukan _ kegiaten

dllakukan dalam melaksanakan kebijakan. éd
- ]

A\ Berdasarkan hasil wawancara *f \ttbanyaknya KEIE™_pertambengan . fang

betbagai sumber menunjukkan bahwamasih -.",. #Hdilakukan tanpa izin karena masyarakat- tidak
kur;ﬁgnya kejelaean darikomugijess s L' ingin diberatkan dengan kewajiban dan lebih
d bertindak t izin. i dal
d|IakuKan oleh Dinas Pertambangan dan Energ| e | UL anpa 1zin Sanks am
K abupat&.] Ketapang kepatiamasyaraltat daiam: - hal=iai, hanya d|kenakan bagi pemegang izin
abil & tidak melaksanakan hak k b
memproseé-&ebuakan izin pertambangan rakyat apabiiat o arsnaen d'an ewajiban
sehingga m 8o banyakny® terepd ket sebagal pemegang izin.Hal ini _dlaampalkan oleh
k. K Pengusah b Di
pertambangan yang,dilakukan tanpa izin di s B Peptam angan S
Kabupaten K etapang e Pertamban_gan-dan‘Energl Kabupaten Ketapang
' yajtu.
b. Dimensi Konsistensi “hak dan kewajiban itu baru bisa
diperhitungkan dan melekat kepada
Dimensikonsistenss menghendaki agar seseorang atau kepada badan usaha apabila
perinish yeng diberiken daiam pelaksansan mereka memiliki izin” (EH, Oktober 2013).
suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Sanksi yang diberikan merujuk kepada
Karena jika perintah yang diberikan sering Undang-undang dan perda yang berlaku mulai
berubah-ubah, maka dapat menimbulkan dari yang sifathya administratif, misalnya
Y usnani 5
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peringatan atau teguran secara tertulis, Umum Dinas Pertambangan dan Energi yang

pemberhentian sementara sampai pencabutan mengatakan bahwa:

izin. Kemudian akan ada cara penilaian atau
“lamanya proses ini sebenarnya

targetnya tiga bulan tapi kadang-kadang
peabatnya tidak ada ditempat, atau
bahkan pemohon sendiri yang lama
melengkapi berkas-berkas tersebut seperti
kurangnya surat izin dari desa” (HR,
Oktober 2013).

evaluas yang dilakukan terkait dengan
pelanggaran yang dilakukan seseorang atau

kelompok atau badan usaha yang memiliki izin.

Lamanya memproses izin pertambangan

rakyat di Kabupaten Ketapang adalah mulai dari Hal lain yang menyebabkan lamanya

pemohon memenuhi persyaratan administratif, memproses izin pertambangan rakyat adalah

persyaratan teknis dan persyar ata”f'”ans'al*"k e “daii,_masyarckat ity sendiri, yang ingin
permohonan  diterima dag_, “Persyaratan mengaj uT<m..permohonan membawa berkas atau
dinyatakan lengkap rﬂap-" benar, kemudian persyaratan adrﬁ'hrstrasu yang tidak lengkap,
dilskukan pene_ll_'gan’ berkas begdasarkm, peta seperti tidek ada surat pehg@}r)tar atau surat izin
serta koor(':i:ilgaﬁ dengan instansi terkait apakah dari Kecahatan®tau Desa seHi'hgga masyarakat
terjadﬂif.-fﬂmpang tinelity Gengan perlgntukan harus melengkapinya terlebih dahl]rine agar bisa
Iainﬁya Setelah seluruh persyaratan dilengkapi d_i{;rosec. . *
apemohon dan.telah dilakukan pene||t|an pada ) ‘*r.__f
i peta, koordinasi dan peninjauan, uhit kerja  /Beberapa informasi®” yang  telah
| menangani perizinan pertambangan diyﬁgkapkan merupakan perwujudan dari teorj
y menyampaikan pertimbangan teknis kepada W  George C. Edwards Ill.Komunikasi yang
T;Bupati dan paling lama 14 (empat belas) hari i_' _ konsisten  diperlukan agar -perintah yang

harus mendapat keputusan disetujui atau d|th4< 3 f *"E haruslah konsisten dan Jelas untuk dlterapkan

- . diberik berubah-ubah, ak'dat
kewgnanganuntuknu. L-'- iberikan sering beru u makar dap.

g1 menimbuilkan kebingungan bagi pelaksana di
Qalam proses pelaksanaan-kebijakan izin 4

¥

lapangan. I
pertamb&;‘gan rakyat di .Kabupaten Ketapang: — — = _ N, I

juga bel um’lgensistennya waktu-yang diperlukan Berdasarkan beberapa __.i'ﬂformasi yang
untuk  mempfgses surat izin “pertambangan A
rakyat tersebut. Wakju yang dibutuhkan oleh

Dinas Pertambangan dan Energl “adlatah-sekitar

telah diungkapkan menunj ukkan bahwa masih
belum konssten _;gawpeﬁntah yang diberikan

"GOk m mendukung kebijakan izin pertambangan

3 bulan tapi pada kenyataannya hampir 6 bulan. rakyat di Kabupaten Ketapang, sehingga

Ha ini terjadi karena para peabat yang mempengaruhi  dalam  proses  pelaksanaan

berwenang terhadap proses permohonan izin
tersebut sering tidak ada ditempat atau sedang
melakukan dinas ke luar kota. Seperti yang
disampaikan oleh Kepala Bidang Pertambangan

Y usnani
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kebijakan izin pertambangan rakyat dan dalam
prosesnya masih ada ketidak sesuaian dengan

peraturan yang ada.
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Terkait
tersebut,

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan

dengan aspek komunikasi
maka menjadi faktor yang sangat

dari implementasi kebijakan izin pertambangan
rakyat.Indikator tersebut adalah

kejelasan dan konsistensi. Implementasi yang

transmisi,

efektif terjadi apabila para pembuat keputusan
sudah mengetahui apa yang akan mereka

kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan

mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikas S

berjalan dengan baik, sehingga set|ap Iggpdtu&an
kebijakan dan peraturan m_plémentas harus
ditransmisikan. Se_lgip‘*'ffd kejelasan . dalam
setiap keputusarr“ " kebijakan  dan. peraturan
|mplementa§r dapat diterima dengan jelas
sehi ngga diantara-mereka mengetahui apa yang
mEhJad|
4 ¥ substansi dar|

maksud, “tujuan, dan sasaran ‘serta
kebuakan publik’, tersebut.

'd Konsistens setlap keputusan kebijalr{an danmes

| peraturan implementasi perlu dikomuni kasikan =
I

J secara konsisten dan jelas.

»
\

PENUTUP
-]
! Berdasarkan

=
o

hasil  penelitian

g

g

pembghasan yang telah dipaparkan dapat dit
kesi mpylan sebagai berikut:
| ™

a Komunikas yang dilakukan.Dinas Pertambangan

iK'

dan Er&gi Kabupaten .. Ketapang ; kebada_

mel akukan
pertambangan “rakyat masih adanya | ketidak

masyarakett*;z1 yang kegiatan
jelasan informasi i/angi_dhi,sampai kan. Oleh karena
itu sebaiknya sosialisasi hendakfyasbisasmenjadi
kegiatan yang rutin dilakukan untuk mengurangi
dan meminimalisir kegiatan pertambangan rakyat
tanpa izin sertadiperbanyak komunikasi yang
dilakukan dalam bentuk sosialisas yang berupa
spanduk, banner, papan reklame yang beris
himbauan kepada masyarakat yang melakukan
kegiatan pertambangan untuk segera mengajukan

permohonan izin pertambangan rakyat .
Y usnani
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b. Dalam kebijakan izin

pertambangan rakyat yang dilakukan masih

pel aksanaan

adanya ketidak konsistenan baik berupa sanksi
yang dikenakan maupun lamanya waktu yang
perlukan untuk memproses izin pertambangan
rakyat. Oleh karena itu perlu sanksi yang tegas
bagi yang melakukan pelanggaran dan bagi

masyarakat  yang ingin mengaj ukan
permohonan izin  pertambangan  rakyat
'hmdaknya mel engkapi persyaratan

adminligt'r'éﬁ-f-._.bdengan lengkap dan benar,

1"—
sehingga bisa Iang%ung\di proses.
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